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A.  KONSEPSI DAN KARAKTERISTIK SBI

1. Konsepsi esensial SBI
T�ga esens� konsep SBI adalah: 
a.  Memenuh� seluruh standar nas�onal 

pend�d�kan (SNP) mel�put� 8 (delapan) 
standar yakn�: (1)standar �s�, (2) standar 
kompetens� lulusan, (3) standar proses 
pembelajaran, (4) standar pend�d�k dan 
tenaga kepend�d�kan, (5) standar sarana 
dan prasarana, (6) standar pengelolaan, 
(7) standar pemb�ayaan, dan (9) standar 
pen�la�an (Permend�knas nomer 24/2006). 

b.  D�perkaya dengan mengacu pada standar 
pend�d�kan salah satu anggota OECD 
(Organization for Economic Cooperation 
and Development) atau negara maju yang 
mem�l�k� keunggulan tertentu dalam b�dang 
pend�d�kan melalu� dua cara yakn� adaptas�, 
dan adops�; Yang d�maksud adaptas� adalah 
penyesua�an unsur-unsur tertentu yang 

sudah ada dalam SNP dengan mengacu 
pada standar pend�d�kan salah satu negara 
anggota OECD dan atau negara maju 
la�nnya yang mempunya� keunggulan 
tertentu b�dang pend�d�kan. Yang d�maksud 
adops� adalah penambahan unsur-unsur 
tertentu yang belum ada dalam SNP dengan 
mengacu pada standar pend�d�kan salah satu 
negara anggota OECD dan/atau negara 
maju la�nnya yang mempunya� keunggulan 
tertentu dalm b�dang pend�d�kan. Adapun 
OECD berkedudukan d� Par�s Peranc�s, 
merupakan organ�sas� �nternas�onal untuk 
membantu pemer�ntah negara-negara 
anggotanya menhadap� tantangan global�sas� 
ekonom�. Awal mulanya lah�r 14 Desember 
1960 melalu� konvens� OECD yang d��kut� 
oleh beberapa negara. H�ngga k�n� terdapat 
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International school (SBI) or internationally Standardized School (ISS), is one of  the primary and secondary education 
innovation in Indonesia, the main pillars for improving the quality, relevance, and competitiveness. Stages that must pass to 
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30 negara bergabung dalam OECD adalah 
Austral�a, Austr�a, Belg�a, Canada, Republ�k 
Czech, Denmark, F�nland�a, Pranc�s, 
Jerman, Mes�r, Hungar�a, Iceland, Irland�a, 
Ital�, Jepang, Korea, Luxemberg, Mex�ko, 
Belanda, New Zaeland, Norweg�a, Poland�a, 
Portugal, Slowak�a, Spanyol, Swed�a, 
Sw�zerland, Turk�, Un�ted K�ngdom, dan 
Amer�ka Ser�kat; Negara yang akan d�undang 
untuk bergabung d�antaranya Ch�l�, Eston�a, 
Israel, Rus�a, Sloven�a, Braz�l, C�na, Ind�a, 
Indones�a, dan Afr�ka Selatan. 

c. Mem�l�k� daya sa�ng bertaraf  �nternas�onal 
utamanya lulusan nya dapat melanjutkan pada 
satuan pend�d�kan bertaraf  �nternas�onal.

2.  Karakteristik SBI
Karakter�st�k atau c�r� SBI adalah:
a.  Pengakuan �nternas�onal terhadap proses 

dan has�l atau keluaran pend�d�kan yang 
berkual�tas dan teruj� dalam berbaga� aspek 

b.  Pengakuan �nternas�onal dalam hal standar 
pend�d�kan. 

c.  Bukti sertifikasi dari negara OECD atau 
dar� negara maju yang mem�l�k� keunggulan 
tertentu dalam b�dang pend�d�kan.

B.  LANDASAN KEBIJAKAN SBI

Landasan keb�jakan d�selenggarakannya SBI 
adalah :
1.  UUD 1945.

a. Pembukaan UUD 1945 al�nea ke 4 
d�sebutkan bahwa tujuan pembentukan 
Pemer�ntah Negara Indones�a adalah 
mel�ndung� segenap bangsa Indones�a 
dan seluruh tumpah darah Indones�a, dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan keh�dupan bangsa, dan 
�kut melaksanakan ketert�ban dun�a yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdama�an 
abad� dan kead�lan sos�al.

b.  Pasal 31 UUD 1945 d�nyatakan bahwa: (1) 
Set�ap warga negara berhak mendapatkan 
pend�d�kan. (2) Set�ap warga negara waj�b 
meng�kut� pend�d�kan dasar dan pemer�ntah 
waj�b membaya�nya; serta (3) Pemer�ntah 
mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu s�stem pend�d�kan nas�onal yang 
men�ngkatkan ke�manan, dan ketakwaan seta 
akhlak mul�a dalam rangka mencerdaskan 
keh�dupan bangsa.

2.  UU nomer 20/2003 tentang S�stem Pend�d�kan 
Nas�onal, pada pasal 50 d�nyatakan bahwa: 
(1) Pengelolaan s�stem pend�d�kan nas�onal 
merupakan tanggung jawab Menter�. (2) 
Pemer�ntah menentukan keb�jakan nas�onal dan 
stándar nas�onal pend�d�kan untuk menjam�n 
mutu pend�d�kan nas�onal. (3) Pemer�ntan dan/
atau Pemer�ntah Daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan pend�d�kan pada 
semua jenjang pend�d�kan untuk d�kembangkan 
menjad� sekolah yang bertaraf  �nternas�onal.

3. UU nomer 17/2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nas�onal 
Tahun 2005-2025, mengatur perencanaan 
pembangunan jangka panjang sebaga� arah 
dan pr�or�tas pembangunan secara menyeluruh 
yang akan d�laksanakan secara bertahap untuk 
mewujudkan masyarakat ad�l dan makmur.

4.  PP nomer 19/2005 tentang Stándar Nas�onal 
Pend�d�kan, pada pasal 61 ayat (1) d�nyatakan 
bahwa Pemer�ntah bersama-sama pemer�ntah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 
satu sekolah pada jenjang pend�d�kan dasar dan 
sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang 
pend�d�kan menengah untuk d�kembangkan 
menjad� sekolah bertaraf  �nternas�onal.

5.  Rencana Strateg�s Departemen Pend�d�kan 
Nas�onal tahun 2005-2009 menyatakan bahwa 
untuk men�ngkatkan daya sa�ng bangsa, perlu 
d�kembangkan sekolah bertaraf  �nternas�onal 
pada t�ngkat kabupaten/kota melalu� kerjasama 
yang kons�sten antara pemer�ntah dengan 
pemer�ntah kabupaten/kota yang bersangkutan, 
untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan 
SMK yang bertaraf  �nternas�onal sebanyuak 
112 un�t d� seluruh Indones�a.

6.  UU nomer 32/2004 tentang Pemer�ntahan 
Daerah.

7.  UU nomer 33/2004 tentang Per�mbangan 
Keuangan antara Pemer�ntah Pusat dan 
Pemer�ntah Daerah.

8.  UU nomer 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
9.  UU nomer 25/2000 tentang Program 

Pembangunan Nas�onal.
10. PP nomer 38/2007 tentang Pembag�an Urusan 

Pemer�ntah antara Pemer�ntah, Pemer�ntah 
Daerah Prop�ns� dan Pemer�ntah Daerah 
Kabupaten/Kota.

11. PP nomer 48/2008 tentang Pendanaan 
Pend�d�kan.

12. Permend�knas nomer 6/2007 sebaga� 
penyempurnaan Permend�knas nomer 24/2006 
tentang Pelaksanaan Permen-d�knas nomer 22 
dan 23 tahun 2006
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13. Permend�knas nomer 12/2007 tentang Stándar 
Pengawasan Sekolah-Masdrasah.

14. Permend�knas nomer 13/2007 tentang Standar 
Kepala Sekolah-Madrasah

15. Permend�knas nomer 16/2007 tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

16. Permend�knas nomer 18/2007 tentang 
Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

17. Permend�knas nomer 19/2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pend�d�kan oleh Satuan Pend�d�kan 
Dasar dan Menengah.

18. Permend�knas nomer 20/2007 tentang Standar 
Pen�la�an Pend�d�kan.

19. Permend�knas nomer 24/2007 tentang Standar 
Sarana Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-MTs, 
SMA-MA.

20. Permend�knas nomer 41/2007 tentang Standar 
Proses Untuk Satuan Pend�d�kan Dasar dan 
Menengah.

21.  PP nomer 74/2008 tentang Guru.
22. PP nomer 41/2009 tentang Tunjangan Profes� 

Guru dan Dosen.

Dar� peraturan perundangan tersebut d�atas 
menunjukkan bahwa ada kesungguhan pemer�ntah 
dalam upaya pen�ngkatan mutu, relevans� dan daya 
sa�ng pend�d�kan Indones�a dalam era global�sas�.

C.  PENJAMINAN MUTU SBI

Penjam�nan mutu SBI mel�put� (1) akred�tas�, (2) 
kur�kulum, (3) proses pembelajaran, (4) pen�la�an, 
(5) pend�d�k, (6) tenaga kepend�d�kan, (7) sarana dan 
prasarana, (8) pengelolaan, (9) pemb�ayaan.

1.  Akreditasi
Mutu SBI d�jam�n dengan keberhas�lan 

memperoleh akred�tas� yang sangat ba�k atau 
pred�kat A. Keberhas�lan tersebut d�tanda�: 
a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal 

dar� Badan Akred�tas� Nas�onal Sekolah/
Madrasah (BAN S/M); 

b.  Pencapa� �nd�kator k�nerja kunc� tambahan 
ya�tu has�l akred�tas� yang ba�k dar� salah 
satu negara OECD dan/atau negara maju 
la�n yang mempunya� keunggulan tertentu 
b�dang pend�d�kan; sepert� akred�tas� dar� 
ISO9000, ISO14000, BS5750.

2.  Kurikulum
Mutu SBI d�jam�n dengan keberhas�lan 

melaksanakan kur�kulum secara tuntas. 
Keberhas�lan tersebut d�tanda�: 

a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal 
berupa menerapkan KTSP, menerapkan 
S�stem Kred�t Semester (SKS) d� SMA, 
memenuh� standar �s�, dan memenuh� 
standar kompetens� lulusan. Berdasarkan 
Permend�knas nomer 22/2006 bertanggal 7 
Jun� 2006 bahwa standar �s� mencakup: (1) 
Kerangka dasar dan struktur kur�kulum yang 
merupakan pedoman dalam penyusunan 
kur�kulum pada t�ngkat satuan pend�d�kan. 
(2) Beban belajar bag� peserta d�d�k pada 
satuan pend�d�kan dasar dan menengah. (3) 
KTSP yang akan d�kembangkan oleh satuan 
pend�d�kan berasarkan panduan penyusunan 
kur�kulum sebag� bag�an t�dak terp�sahkan 
dar� standar �s�, dan (4) Kalender pend�d�kan 
untuk penyelenggaraan pend�d�kan pada 
satuan pend�d�kan jenjang pend�d�kan dasar 
dan menengah.

b.  Pencapa� �nd�kator k�nerja kunc� tambahan 
berupa s�stem akadem�k berbas�s teknolog� 
�nformas� komun�kas� (TIK) d�mana set�ap 
saat s�swa b�sa mengakses transkr�pnya 
mas�ng-mas�ng, mem�l�k� muatan mata 
pelajaran setara atau leb�h t�ngg� dar� 
sekolah unggul pada negara OECD atau 
negara maju la�nnya, menerapkan standar 
kelulusan sekolah yang leb�h t�ngg� dar� 
standar kompetens� lulusan.

3.  Proses Pembelajaran
Mutu SBI d�jam�n dengan keberhas�lan 

melaksanakan proses pembelajaran yang efekt�f  
efisien. Keberhasilan tersebut ditandai: 
a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal, 

yakn� memenuh� standar proses. Berdasar 
Permend�knas nomer 41/2007 bertanggal 
23 November 2007 bahwa Standar Proses 
mel�put� perencaan proses pembelajaran, 
pelaksanaan proses pembelajaran, pen�la�an 
has�l pembelajaran, dan pengawasan proses 
pembelajaran untuk terlaksananya proses 
pembelajaran yang efektif  dan efisien. Proses 
pembelajaran pada set�ap satuan pend�d�kan 
harus �nterakt�f, �nsp�rat�f, menyenangkan, 
menantang, dan memot�vas� peserta d�d�k 
untuk berpart�s�pas� akt�f, serta member�kan 
ruang yang cukup bag� prakarsa, kreat�v�tas, 
dan kemand�r�an sesua� dengan bakat, m�nat, 
dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta d�d�k. 

b. Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� tambahan 
yakn�: (1) Menjad� teladan bag� sekolah 
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la�nnya dalam pengembangan akhlak mul�a, 
bud� pekert� luhur, kepr�bad�an unggul, 
kepem�mp�nan, j�wa entrepreneural, j�wa 
patr�ot, dan j�wa �novator. (2) D�perkaya 
dengan model proses pembelajaran dar� 
sekolah unggul pada negara OECD atau 
negara maju la�nnya. (3) Menerapkan 
pembelajaran berbas�s TIK pada semua mata 
pelajaran. (4) Pembelajaran kelompok sa�n, 
matemat�ka, dan �nt� kejuruan menggunakan 
bahasa Inggr�s. Pelajaran la�n menggunakan 
bahasa Indones�a. (5) Pembelajaran dengan 
bahasa Inggr�s untuk mata pelajaran 
kelompok sa�ns, dan matemat�ka untuk SD/
MI baru dapat d�mula� pada kelas IV

4.  Penilaian
Mutu SBI d�jam�n dengan keberhas�lan 

menunjukkan k�nerja pend�d�kan yang opt�mal 
melalu� pen�la�an. Keberhas�lan tersebut 
d�tanda�: 
a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal 

ya�tu memenuh� standar pen�la�an sesua� 
SNP. Standar pen�la�an pend�d�kan adalah 
standar nas�onal pend�d�kan yang berka�tan 
dengan mekan�sme, prosedur, dan 
�nstrumen pen�la�an has�l belajar peserta 
d�d�k. Pen�la�an pend�d�kan mencakup 
ulangan, ulangan har�an, ulangan tengah 
semester, ulangan akh�r semester, ulangan 
kena�kan kelas, uj�an sekolah/madrasah, 
dan uj�an nas�onal. Pr�ns�p-pr�ns�p yang 
harus d�tegakkan dalam pen�la�an adalah: (1) 
Sah�h. (2) Objekt�f. (3) Ad�l. (4) Terpadu. (5) 
Terbuka. (6) Menyeluruh. (7) S�stemat�s. (8) 
Beracuan kr�ter�a. (9) Akuntabel atau dapat 
d�pertanggung jawabkan. Tekn�k pen�la�an 
has�l belajar b�sa berupa tes, observas�, 
penugasan, dan bentuk la�n yang sesua� 
dengan karakter�st�k kompetens� dan t�ngkat 
perkembangan peserta d�d�k. 

b. Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� 
tambahan, ya�tu memperkaya pen�la�an 
k�nerja pend�d�kan dengan model pen�la�an 
dar� sekolah unggul pada negara OECD 
atau negara maju la�nnya. 

5.  Pendidik
Mutu SBI d�jam�n dengan pend�d�k atau 

guru yang menunjukkan k�nerja opt�mal sesua� 
dengan tugas profes�onalnya. Keberhas�lan tsb 
d�tanda�: 

a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal, 
ya�tu memenuh� standar pend�d�k sesua� SNP. 
Berdasarkan Permend�knas nomer 16/2007 
bertanggal 4 Me� 2007 tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 
d�sebutkan bahwa: (1) Guru TK/RA harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
m�n�mal D-IV atau S1 dalam b�dang PAUD 
(Pend�d�kan Anak Us�a D�n�), atau Ps�kolog� 
yang d�peroleh dar� program stud� yang 
terakred�tas�. (2) Guru SD/MI, atau bentuk 
lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi 
akadem�k pend�d�kan m�n�mal D-IV atau S1 
dalam b�dang pend�d�kan SD/MI, PDSD/
PGMI, atau Ps�kolog� yang d�peroleh dar� 
program stud� yang terakred�tas�. (3) Guru 
SMP/MTs, atau bentuk la�n yang sederajad, 
harus memiliki kualifikasi akademik 
pend�d�kan m�n�mal D-IV atau S1 program 
stud� yang sesua� dengan mata pelajaran yang 
d�ajarkan/d�ampu, dan d�peroleh dar� program 
stud� yang terakred�tas�. (4) Guru SMA/
MA, atau bentuk la�n yang sederajat, harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
m�n�mal D-IV atau S1 program stud� yang 
sesua� dengan mata pelajaran yang d�ajarkan/
d�ampu, dan d�peroleh dar� program stud� 
yang terakred�tas�. (5) Guru SDLB/SMPLB/
SMALB, atau bentuk la�n yang sederajat, harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
m�n�mal D-IV atau S1 program stud� yang 
sesua� dengan mata pelajaran yang d�ajarkan/
d�ampu, dan d�peroleh dar� program stud� 
yang terakred�tas�. (6) Guru SMK/MAK, 
atau bentuk la�n yang sederajat harus 
memiliki kualifikasi akademik pendidikan 
m�n�mal D-IV atau S1 program stud� yang 
sesua� dengan mata pelajaran yang d�ajarkan 
/d�ampu, dan d�peroleh dar� program stud� 
yang terakred�tas�. 

b.  Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� 
tambahan berupa: (1) Semua guru mampu 
memfas�l�tas� pembelajaran berbas�s TIK. 
(2) Guru mata pelajaran kelompok sa�n, 
matemat�ka, dan �nt� kejuruan mampu 
mengampu pembelajaran berbahasa Inggr�s. 
(3) M�n�mal 30 % guru berpend�d�kan S2/
S3 dar� perguruan t�ngg� yang berakred�tas� 
untuk jenjang pend�d�kan SMA/MA/
SMK/MAK; M�n�mal 20 % untuk jenjang 
pend�d�kan SMP/MTs; Dan m�n�mal 10 % 
untuk jenjang pend�d�kan SD/MI
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6.  Tenaga Kependidikan
Mutu SBI d�jam�n dengan Kepala Sekolah 

yang menunjukkan k�nerja opt�mal sesua� 
dengan tugas profes�onalnya, ya�tu sebaga� 
pem�mp�n manajer�al-adm�n�strat�f  dan 
pem�mp�n manajer�al-edukat�f. Keberhas�lan 
tersebut d�tanda�: 
a. Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal, 

ya�tu memenuh� Standar Kepala Sekolah. 
Berdasarkan Permend�knas nomer 17/2007 
bertanggal 17 Apr�l 2007 tentang Standar 
Kepala Sekolah/Madrasah, bahwa Kepala 
Sekolah harus: (1) memilik kualifikasi 
akadm�k S1 atau D-IV kepend�d�kan atau 
non-kepend�d�kan pada perguruan t�ngg� 
yang terakred�tas�. (2) pada waktu d�angkat 
sebaga� Kepala Sekolah berus�a set�ngg�-
t�ngg�nya 56 tahun. (3) mem�lk� pengalaman 
mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun 
menurut jenjang sekolah mas�ng-mas�ng, 
kecual� TK/RA sekurang-kurangnya 3 tahun 
d� TKK/RA. (4) mem�l�k� pangkat serendah-
rendahnya IIIc bag� PNS, dan bag� non-
PNS d�setarakan dengan kepangkatan yang 
d�keluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang 
berwenang. (5) syarat khusus yakn� mem�l�k� 
sertifikasi pendidik dan sertifikasi Kepala 
Sekolah yang d�terb�tkan oleh lembaga yang 
d�tetapkan oleh Pemer�ntah. 

b. Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� 
tambahan : (1) Kepala Sekolah m�n�mal S2 
dar� perguruan t�ngg� berakred�tas� A dan 
telah menempuh pelat�han Kepala Sekolah 
dar� lembaga pelat�han yang d�aku� oleh 
Pemer�ntah. (2) Kepla Sekolah mampu 
berbahasa Inggr�s akt�f. (3) Kepala Sekolah 
berv�s� �nternas�onal, mampu membangun 
jejar�ng �nternas�onal mem�l�k� kompetens� 
manajer�al, serta j�wa kepem�mp�nan dan 
entrepreneural yang kuat.

7.  Sarana dan Prasarana
Mutu SBI d�jam�n dengan kewaj�ban sekolah 

mem�l�k� dan memel�hara sarana prasarana 
pend�d�kan yang d�perlukan untuk menunjang 
proses pembelajaran yang teratur dan 
berkes�nambungan. Keberhas�lan tsb. d�tanda�: 
a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal, 

ya�tu memenuh� Standar Sarana Prasarana, 
sesua� SNP. 

b. Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� tambahan 
berupa: (1) Set�ap ruangan d�lengkap� 

dengan sarana pembelajaran berbas�s TIK. 
(2) Perpustakaan d�lengkap� dengan sarana 
d�g�tal yang member�kan akses ke sumber 
pembelajaran berbas�s TIK d� seluruh dun�a. 
(3) D�lengkap� ruang mult�med�a, ruang 
unjuk sen� budaya, fas�l�tas olahraga, kl�n�k, 
dsb.

8.  Pengelolaan
Mutu SBI d�jam�n dengan pengelolaan 

yang menerapkan manajemen berbas�s sekolah. 
Keberhas�lan tersebut d�tanda�: 
a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal, 

ya�tu memenuh� Standar Pengelolaan 
berdasar SNP. 

b.  Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� tambahan 
berupa: (1) Meraih sertifikat ISO 9001 versi 
2000 atau sesudahnya dar� ISO 14000. 
(2) Merupakan sekolah mult�kultural. (3) 
Menjal�n hubungan ”s�ster school” dengan 
SBI d� luar neger�. (4) Bebas narkoba dan 
bebas rokok. (5) Bebas kekerasan. (6) 
Menerapkan pr�ns�p kesetaraan gender 
dalam segala aspek pengelolaan sekolah.
Bebas kekerasan. (7) Mera�h medal� t�ngkat 
�nternas�onal pada berbaga� kompet�s� sa�ns, 
matemat�ka, teknolog�, sen�, dan olahraga.

9.  Pembiayaan
Mutu SBI d�jam�n dengan pemb�ayaan 

yang sekurang-kurangnya terd�r� atas b�aya 
�nvestas�, b�aya operas�onal, dan b�aya personal. 
Keberhas�lan tersebut d�tanda�: 
a.  Pencapa�an �nd�kator kerja kunc� m�n�mal, 

ya�tu memenuh� Standar Pemb�ayaan 
berdasar SNP. 

b. Pencapa�an �nd�kator k�nerja kunc� tambahan, 
ya�tu menerapkan model pemb�ayaan yang 
efisien untuk mencapai berbagai target 
�nd�kator kunc� tambahan.

D.  MODEL PENYELENGGARAAN SBI

Terdapat empat model penyelenggaraan SBI, 
adalah: 
1.  Model Terpadu-Satu S�stem, atau Satu Atap-

Satu S�stem; 
2.  Model Terp�sah-Satu S�stem, atau T�dak Satu 

Atap-Satu S�stem; 
3.  Model Terp�sah-Beda S�stem, atau T�dak Satu 

Atap-Beda S�stem; 
4.  Model Entry-Ex�t, Keluar-Masuk
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Yang d�maksud dengan model 1 atau Model 
Terpadu-Satu S�stem, atau Satu Atap-Satu S�stem 
adalah penyelenggaraan SBI pada jenjang pend�d�kan 
dasar dan menengah dalam satu lokas�, dengan 
menggunakan s�stem pengelolaan yang sama. SBI 
dengan model �n� dapat d�p�mp�n oleh seorang 
d�rektur/manajer yang mengkoord�nas�kan t�ga 
Kepala Sekolah/Madrasah yang mem�mp�n set�ap 
satuan pend�d�kan dasar dan menengah.

Yang d�maksud dengan model 2 atau Model 
Terp�sah-Satu S�stem atau T�dak Satu Atap-Satu 
S�stem adalah penyelenggaraan SBI pada jenjang 
pend�d�kan dasar dan menengah d� dalam lokas� yang 
berbeda atau terp�sah dengan menggunakan s�stem 
pengelolaan pend�d�kan yang sama. SBI dengan 
model �n� dapat d�p�mp�n oleh seorang d�rektur/
manajer yang mengkoord�nas�kan t�ga Kepala 
Seklah/Madrasah yang mem�mp�n set�ap satuan 
pend�d�kan dasar dan menengah yang berbeda pada 
lokas� berbeda..

Yang d�maksud dengan model 3 atau Model 
Terp�sah-Beda S�stem atau T�dak Satu Atap-Beda 
S�stem adalah penyelenggaraan SBI pada jenjang 
pend�d�kan dasar dan menengah d� lokas� yang 
berbeda atau terp�sah dengan s�stem pengelolaan 
pend�d�kan yang berbeda. Penyelenggaraan SBI 
semacam �n� d�sarankan hanya pada fase RSBI, yang 
pada kurun waktu selanjutnya untuk menggunkan 
model 1 atau model 2.

Yang d�maksud dengan model 4 atau 
Model Entry-Ex�t atau Keluar-Masuk adalah 
penyelenggaraan SBI pada jenjang pend�d�kan 
dasar dan menengah dengan cara mengelola kelas-
kelas reguler dan kelas-kelas bertaraf  �nternas�onal. 
Peserta d�d�k pada kelas bertaraf  �nternas�onal yang 
oleh karena berbaga� alasan tertentu b�sa p�ndah ke 
kelas reguler. Beg�tu pula sebal�knya peserta d�d�k 
pada kelas reguler b�sa p�ndah ke kelas bertaraf  
�nternas�onal j�ka d�pandang memenuh� persyaratan 
yang d�perlukan untuk masuk ke kelas bertaraf  
�nternas�onal.

E. SBI MERUPAKAN INOvASI PENDIDI-
KAN DALAM UPAYA PENINGKATAN 
MUTU, RELEvANSI, DAN DAYA 
SAING

1.  SBI Dikembangkan oleh Pemerintah yang 
Good Governance.

SBI merupakan keb�jakan publ�k level 
nas�onal yang d�selenggarakan oleh pemer�ntah 
yang ba�k atau good governance merupakan �novas� 

guna men�ngkatkan mutu pend�d�kan dan 
pen�ngkatan relevans� dan daya sa�ng. Keb�jakan 
�n� cukup bagus guna men�ngkatkan mutu 
pend�d�kan d� Indones�a d� era global�sas� dan 
persa�ngan atau kompet�s� yang semak�n tajam, 
dengan SBI pelajar Indones�a mampu bersa�ng 
d�t�ngkat �nternas�onal dalam mutu lulusan, 
kemampuan penggunaan teknolog� �nformas�, 
dan penggunaan bahasa Inggr�s sebaga� bahasa 
�nternas�onal..

Prospek mendatang cukup menggemb�ra-
kan, sebab antus�as masyarakat terhadap SBI 
luar b�asa dengan semangat memasukkan 
anaknya ke SBI utamanya d� kota-kota. Dan oleh 
pemer�ntah d�target pada tahun 2010 Indones�a 
set�daknya mem�l�k� 112 SBI yang tersebar d� 
kabupaten/kota se Indones�a.

Semoga semak�n maju, d�dukung oleh 
pend�d�kan yang bermutu.

Am�en.

2.  Karakteristik Inovasi SBI Ditinjau dari: 
a) T�ngkat kebermanfaatannya atau relative 

advantage, bahwa SBI member�-kan manfaat:
(1)  Pen�ngkatan mutu pend�d�kan d� 

Indones�a yang t�dak hanya d�aku� 
atau terakred�tas� secara nas�onal yakn� 
BAN S/M, tetap� juga d�aku� secara 
�nternas�onal, dengan d�perolehnya 
akred�tas� ISO.

(2) Bag� pelajar Indones�a atau tamatan SBI 
mampu bersa�ng secara �nternas�onal, 
yang d�tanda� dapat melanjutkan 
pend�d�kan d� mana-mana secara 
�nternas�onal, mampu berbahasa Inggr�s 
dengan TOFL leb�h dar� 450, mampu 
mengapl�kas�kan IT (Informat�on 
Technolog�), dan memperoleh p�agam 
kompet�s� t�ngkat �nternas�onal dalam 
b�dang sa�ns, matemat�ka, teknolog�, 
olahraga, dan sen�.

(3) Dalam jangka tertentu pada g�l�rannya 
men�ngkatkan mutu kecerdasan 
keh�dupan bangsa d�mata �nternas�onal, 
sesua� dengan tujuan pemer�ntah dan 
NKRI, seabaga�mana termaktub dalam 
UUD 1945.

b) T�ngkat d�ter�manya �novas� atau comptability, 
bahwa SBI h�ngga k�n� terbukt�:
(1) D�ter�ma dan d�dukung oleh pemer�ntah, 

pemer�ntah daerah, DPR, DPRD dan 
masyarakat luas.
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(2)  Menjad� kebanggaan masyarakat dengan 
bukt� bahwa masyarakat berebut untuk 
menyekolahkan anaknya ke SBI.

(3)  Mutu dan daya sa�ng SBI setara dengan 
SBI d� negara anggota OECD.

c)  T�ngkat kekomplekan atau complexity, 
bahwa pelaksanaan SBI. t�dak terlalu sul�t, 
sepanjang memenuh� t�ga karakter�st�k atau 
c�r� SBI adalah:
(1)  Pengakuan �nternas�onal terhadap proses 

dan has�l atau keluaran pend�d�kan yang 
berkual�tas dan teruj� dalam berbaga� 
aspek 

(2)  Pengakuan �nternas�onal dalam hal 
standar pend�d�kan. 

(3)  Bukti sertifikasi dari negara OECD 
atau dar� negara maju yang mem�l�k� 
keunggulan tertentu dalam b�dang 
pend�d�kan.

Terbukt� banyak sekolah yang mampu 
memenuh� persyaratan SBI, banyak s�swa 
yang mampu meng�kut� SBI, banyak guru 
yang memenuh� syarat untuk mengajar d� 
SBI. Sebab memang nampaknya persyaratan 
IT dan bahasa Inggr�s bag� guru dan s�swa 
sudah t�dak menjad� masalah. Tentu belum 
semua sekolah reguler s�ap dan mampu ke 
SBI.

d) T�ngkat ketercobaan atau trialability, bahwa 
SBI yang d�mula� sejak 2008 h�ngga 2010 
d�harap Indones�a mem�l�k� 112 un�t SBI 
yang tersebar pada set�ap kabupaten/kota.

 Hal �n� menunjukkan bahwa t�ngkat 
ketercobaannya meyak�nkan.

e)  T�ngkat keteramatan atau observability, 
bahwa has�l SBI dapat d�l�hat dar� lulusan 
SBI melanjutkan stud� kemana, mampukah 
lulusan SBI melanjutkan ke SBI dalam dan 
luar neger�, dan k�n� mas�h sul�t d�peroleh 
data konkr�t tentang �tu. Namun untuk 
sementara dar� has�l Tes Pengendal� Mutu 
(TPM) pada umumnya SBI menduduk� 
rank�ng teratas pada mas�ng-mas�ng 
kabupaten/kota d�band�ng dengan sekolah 
la�nnya; dar� perolehan penghargaan 
kompet�s� ol�mp�ade sa�ns, matemat�ka, 
olanhraga, dan sen� bahwa SBI palng banyak 
memborong kejuaraan dan had�ahnya; dar� 
has�l survey guru, s�swa. dan kepala sekolah 
yang sempat meng�kut� pertukaran dengan 
SBI luar neger� atau s�ster school d� negara-
negara OECD bahwa mutu SBI d� Indones�a 

tak kalah dan bahkan pada hal-hal tertentu 
ternyata leb�h ba�k SBI Indones�a.

3. Proses difusi inovasi SBI. 
D� Indones�a semua sekolah reguler d�harap 

memenuh� SNP. Art�nya d�harap sekolah 
reguler menjad� SSN, dan pada saatnya setelah 
SSN menjad� RSBI, kemud�an menjad� SBI. 
Karena berbaga� hal maka baru d�targetkan 
terdapat 112 SBI se Indones�a pada tahun 2010. 
Sebab memang t�ga tuntutan yakn� pengakuan 
�nternas�onal dengan d�perolehnya akred�tas� 
dar� ISO, budaya pembelajaran berbas�s 
teknolog� �nformat�ka, dan budaya pembelajaran 
menggunakan bahasa Ingr�s dengan TOEFL 
m�n�mal 450 untuk s�swa, 400 untuk guru, dan 
350 untuk karyawan hal yang t�dak mudah, 
mela�nkan harus d�peroleh secara bertahap.

4.  Kecepatan adopsi 
Kecepatan adops� s�stem sos�al pend�d�kan 

berkenaan dengan �novas� yang ada, tentu tak 
dapat d�lepas dar� dukungan dan kendala. 

D�antara dukungan tersebut adalah dar� 
pemer�ntah, walau mas�h terus harus d�t�ngkatkan. 
Sebab pemer�ntah baru menargetkan set�ap 
kabupaten/kota sekurang-kurangnya mem�l�k� 
satu SBI untuk set�ap jenjang pend�d�kan SD, 
SMP, SMA, dan SMK. Hal �n� barangkal� karena 
anggaran. Juga dukungan dar� masyarakat tentu 
belum semuanya.

Adapun kendalanya adalah memenuh� 
persyaratan SBI oleh sekolah mel�put� persyaratan 
Kepala Sekolah berpend�d�kan S2/S3, guru harus 
berpend�d�kan S2/S3 sekurang-kurangnya 10 % 
untuk SD, 20 % untuk SMP, dan 30 % untuk SMA 
dan SMK bukan hal yang mudah; Itupun harus 
l�n�er antara prod� yang d�amb�l dengan b�dang 
stud� yang d�ampunya. Budaya pembelajaran 
berbas�s bahasa Inggr�s, dan budaya pembelajaran 
berbas�s teknolog� �nformas� juga bukan hal yang 
mudah, utamanya bag� guru-guru sen�or. Kendala 
�n� bukan sekadar m�n�mnya dana untuk stud� 
lanjut. Perlu d�ketahu� bahwa rerata pemkot/
pemkab hanya member�kan bantuan dana Rp 
5.000.000,- (l�ma juta rup�ah)/guru/paket stud� 
S2, padahal untuk merampungkan stud� S2 
t�dak kurang dar� 50 juta rup�ah. Kendala la�n 
adalah kemampuan dan kesempatan guru yang 
umumnya banyak kes�bukan keluarga, pekerjaan, 
sos�al dll. Oleh karena �tu seba�knya pemer�ntah 
member�kan beas�swa bag� guru yang stud� S2/
S3 sebaga�mana BPPS bag� dosen, dengan cara 
d�tugas belajarkan
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5. Agen Perubahan dan Opinion Leader 
Yang berperan dalam agen perubahan adalah 

Kepala D�nas Pend�d�kan Prov�ns�, Kabupaten/
Kota, D�rjen D�kdasmen, D�rektur Pemb�naan 
SMK, SMA, SMP, TK-SD.Adapun op�n�on 
leader adalah Menter� Pend�d�kan Nas�onal.

6.  Perubahan sosial sebagai dampak dari 
inovasi SBI 

Perubahan sos�al sebaga� dampak dar� 
�novas� SBI d�antaranya
(1). Hamp�r semua masyarakat mendambakan 

untuk memasukkan anaknya ke SBI.
(2). Dorongan s�swa untuk menguasa� TI dan 

bahasa Inggr�s semak�n kuat.
(3). Kesadaran masyarakat atas kompet�s� global-

�nternas�onal men�ngkat.
(4). Pukulan berat bag� sekolah reguler yang t�dak 

mampu memenuh� syarat menuju SBI.
(5). Warga masyarakat yang t�dak mampu 

bersa�ng harus sabar; J�ka t�dak maka 
akan men�mbulkan per�laku yang t�dak 
d��ng�nkan.

F.  KESIMPULAN

SBI atau Sekolah Bertaraf  Internas�onal 
merupakan salah satu �novas� b�dang pend�d�kan d� 
Indones�a. SBI d�selenggarakan untuk pen�ngkatan 
mutu, relevans� dan daya sa�ng pend�d�kan Indones�a 

dalam era global�sas�, karena SBI memenuh� SNP 
(Standar Pend�d�kan Nas�onal), dan memenuh� 
standar �nternas�onal setara dengan SBI d� negara-
negara anggota OECD (Organization for Economic 
and Development), atau negara maju la�nnya b�dang 
pend�d�kan.

Karakter�st�k atau c�r� SBI adalah:
a.  Pengakuan �nternas�onal terhadap proses dan 

has�l atau keluaran pend�d�kan yang berkual�tas 
dan teruj� dalam berbaga� aspek 

b.  Pengakuan �nternas�onal dalam hal standar 
pend�d�kan. 

c.  Bukti sertifikasi ISO dari negara OECD atau 
dar� negara maju yang mem�l�k� keunggulan 
tertentu dalam b�dang pend�d�kan.

Untuk menjad� SBI, sekolah reguler harus 
melalu� tahapan SSN (Sekolah Standar Nas�onal) 
untuk SD dan SMP atau SKM (Sekolah Kategor� 
Mand�r�) untuk SMA dan SMK. Pemer�ntah 
Indones�a bertekad pada 2010 mem�l�k� 112 SBI 
yang tersebar pada set�ap kabupaten/kota.

Terdapat empat model penyelenggaraan SBI, 
adalah: 
1.  Model Terpadu-Satu S�stem, atau Satu Atap-

Satu S�stem; 
2.  Model Terp�sah-Satu S�stem, atau T�dak Satu 

Atap-Satu S�stem; 
3.  Model Terp�sah-Beda S�stem, atau T�dak Satu 

Atap-Beda S�stem; 
4.  Model Entry-Ex�t, atau Keluar - Masuk.
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